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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Keisimpuilan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

fenomena pernikahan dini di Desa Pijorkoling, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemahaman hukum masyarakat setempat dipengaruhi 

oleh interaksi kompleks antara nilai tradisional dan prosedur administratif, 

yang mana kesimpulan tersebut dirangkum ke dalam beberapa poin utama, 

yaitu diantaranya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pijorkoling, dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan 

anak hanya terbatas pada aspek kognitif-formal namun lemah dalam 

kesadaran yuridis, di mana aturan batas usia minimal 19 tahun 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diabaikan demi 

mengikuti norma adat dan agama yang dipahami secara tekstual. 

Praktik pernikahan di bawah umur di wilayah ini didorong oleh 

kuatnya faktor subjektivitas orang tua yang memandang pernikahan 

sebagai instrumen preventif (sad al-dzari’ah) untuk menghindari 

fitnah sosial dan perbuatan zina, terutama pada kasus-kasus sensitif 

seperti kepulangan remaja yang terlambat hingga kekhawatiran 

umum terhadap pola pergaulan bebas. Fenomena ini semakin 

langgeng karena adanya dukungan moral dari tokoh agama dan 

masyarakat, serta pemanfaatan prosedur dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama yang dipandang sebagai legalitas administratif 

semata, sehingga membuktikan bahwa tekanan sosial dan 

perlindungan martabat keluarga memiliki pengaruh yang jauh lebih 

dominan dibandingkan efektivitas penegakan hukum negara dalam 

mencegah pernikahan anak. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap fenomena 

pernikahan anak di Desa Pijorkoling, dapat disimpulkan bahwa praktik 

ini dipicu oleh akumulasi faktor keikhawatiran orang tua terhadap 
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fitnah dan zina, kejadian kehamilan di luar nikah, serta rendahnya 

tingkat pendidikan yang menyebabkan keterbatasan visi masa depan 

bagi anak. Meskipun masyarakat dan orang tua sering kali 

menggunakan dalil sad al-dzari’ah (mencegah keburukan) dan 

kepatuhan administratif melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

sebagai pembenaran, tindakan ini secara esensial bertentangan dengan 

prinsip al-maslahah al-dharuiriyyah dalam Islam, khususnya dalam 

menjaga jiwa (hifz nafs) dan keturunan (hifz nasl). Pernikahan dini pada 

faktanya lebih banyak mendatangkan mudharat berupa ketidaksiapan 

mental, kesehatan, hingga beban ekonomi yang berkepanjangan 

daripada kemaslahatan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan 

sinergi edukasi yang lebih masif mengenai hak anak dan dampak 

psikologis pernikahan dini guna menggeser paradigma masyarakat dari 

solusi instan berbasis stigma sosial menuju perlindungan anak yang 

lebih substansial dan berkelanjutan. 

5.2 Saran 

1. Peimeirintah deisa 

Peimeirintah deisa, keicamatan, dan dinas teirkait peirlui meingambil 

langkah yang leibih aktif dalam meiningkatkan sosialisasi meingeinai UiUi 

pernikahan, khuisuisnya teirkait batas uisia minimal uintuik meinikah. 

Sosialisasi ini sangat peinting kareina masih banyak masyarakat yang 

beiluim meimahami seicara meinyeiluiruih bahwa Pernikahan anak di bawah 

uimuir buikan hanya beirteintangan deingan huikuim, teitapi juiga meimiliki 

konseikuieinsi seiriuis, baik dari sisi huikuim mauipuin psikologis anak. 

Deingan meimbeirikan peimahaman yang jeilas teintang atuiran huikuim, 

masyarakat diharapkan dapat meinyadari risiko yang ditimbuilkan, 

seipeirti puituis seikolah, gangguian psikologis, dan tangguing jawab 

eikonomi yang beiluim siap dihadapi oleih anak-anak yang meinikah dini. 

Seilain itui, sosialisasi yang dilakuikan seicara beirkeilanjuitan dan meinyasar 

beirbagai lapisan masyarakat, teirmasuik orang tuia, tokoh adat, dan 

peimuida, dapat meimbantui meimbeintuik keisadaran koleiktif bahwa 
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Pernikahan anak buikanlah soluisi yang teipat uintuik meinyeileisaikan 

masalah sosial. Deingan beigitui, praktik Pernikahan anak di bawah uimuir 

dapat diteikan seicara eifeiktif, dan masyarakat muilai meimandang 

peinuindaan Pernikahan seibagai pilihan yang leibih aman dan beirmanfaat 

bagi peirkeimbangan anak. 

2. Peiran Aktif Tokoh Masyarakat dan Leimbaga Deisa 

   Tokoh masyarakat, peimuika agama, dan leimbaga deisa meimiliki 

peiran yang sangat strateigis dalam meinguirangi praktik Pernikahan anak 

di bawah uimuir. Seibagai figuir yang dihormati dan dipeircaya oleih 

masyarakat, meireika dapat beirtindak seibagai agein peiruibahan yang 

meimbeiri teiladan seikaliguis arahan bagi warga deisa. Deingan meinjadi 

panuitan, tokoh-tokoh ini dapat meimbimbing masyarakat agar 

meimahami bahwa Pernikahan dini tidak hanya meilanggar huikuim, teitapi 

juiga meimbawa dampak psikologis, sosial, dan eikonomi yang seiriuis bagi 

anak. Seilain meimbeirikan bimbingan seicara langsuing, tokoh masyarakat 

dan leimbaga deisa juiga dapat meinginisiasi program peinyuiluihan, diskuisi, 

ataui keigiatan eiduikatif yang meilibatkan orang tuia, reimaja, dan tokoh 

adat lainnya, seihingga informasi meingeinai hak anak, atuiran huikuim, dan 

konseikuieinsi Pernikahan dini teirsampaikan deingan leibih eifeiktif. Meilaluii 

peiran aktif ini, masyarakat diharapkan dapat muilai meinguibah peirseipsi 

lama yang meinormalisasi Pernikahan anak, seihingga praktik Pernikahan 

dini dapat diteikan dan anak-anak meimiliki keiseimpatan uintuik 

meineimpuih peindidikan seirta beirkeimbang seicara optimal seibeiluim 

meimasuiki ruimah tangga. 
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